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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 

(SIPD) DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH YANG BERKUALITAS (Studi pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang) 

 

Oleh : 

Rizki Nanda Pratama 

 

Perencanaan yang berkualitas diperlukan agar pembangunan dapat terlaksana 

dengan baik yang didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang lengkap 

dan akurat. Namun masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat 

dapat menghambat tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas 

termasuk data yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena 

itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(SIPD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD 

adalah sebuah sistem yang dibuat sebagai wujud pemanfaatan dan merealisasikan 

teknologi dalam perencanaan. Implementasi SIPD peneliti analisis melalui teori 

implementasi dari George C. Edward yang bertujuan untuk mengetahui 

implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang 

berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang serta mengetahui faktor yang 

mendukung dan menghambat dari pelaksanaan kebijakan SIPD di BAPPEDA 

Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan 

peneliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SIPD yang di terapkan 

BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang menghasilkan perencanaan pembangunan 

yang berkualitas. Hal tersebut diukur melalui proses penyusunan dokumen 

perencanaan, empat indikator perencanaan pembangunan yang berkualitas dari 

BAPPEDA, serta empat faktor yang mempengaruhi implementasi dari teori 

Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. 

Meskipun begitu, terdapat faktor penghambat dalam mengimplementasikan SIPD 

yaitu sumber daya manusia yang kurang berkompeten, informasi tentang 

kepatuhan pelaksana yang kurang lengkap, serta fasilitas mengenai jaringan yang 

kurang stabil. 

Kata Kunci :  Implementasi, SIPD, Perencanaan Pembangunan, Berkualitas



 

  

 

 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION 

SYSTEM (SIPD) IN REALIZING QUALITY REGIONAL DEVELOPMENT 

PLANNING (Study at the Regional Development Planning Agency of Tulang 

Bawang Regency) 

By : 

Rizki Nanda Pratama 

 

Quality planning is needed so that development can be carried out properly 

supported by the availability of complete and accurate data and information. 

However, the limited availability of accurate data and information can hinder the 

achievement of quality development planning, including the data available at the 

BAPPEDA of Tulang Bawang Regency. Therefore the government issued a 

Regional Government Information System (SIPD) policy in the Minister of Home 

Affairs Regulation Number 70 of 2019. SIPD is a system created as a form of 

utilizing and realizing technology in planning. Implementation of SIPD analysis 

researchers through implementation theory from George C. Edward which aims 

to determine the implementation of SIPD in realizing quality development 

planning in Tulang Bawang Regency and to find out the factors that support and 

hinder the implementation of SIPD policies in BAPPEDA Tulang Bawang 

Regency. The method used in this research is descriptive with a qualitative 

approach. Based on the results of the analysis conducted by the researchers, it 

can be concluded that the implementation of the SIPD policy applied by 

BAPPEDA in Tulang Bawang Regency has resulted in quality development 

planning. This is measured through the process of preparing planning documents, 

four indicators of quality development planning from BAPPEDA, and four factors 

that influence the implementation of Edward III's theory, namely communication, 

resources, dispositions, and bureaucratic structure. Even so, there are inhibiting 

factors in implementing SIPD, namely incompetent human resources, information 

about implementing compliance that is incomplete, and facilities regarding 

networks that are less stable. 

Key Words : Implementation, SIPD, Development Planning, Quality 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

  

Setiap daerah terdapat kegiatan perencanaan yang berorientasi terhadap 

pembangunan daerahnya masing-masing. Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai 

pembangunan jika terdapat serangkaian usaha peningkatan serta perubahan 

terencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dalam rangka menuju 

modernitas pembinaan bangsa (Yulyana, 2015). Pada hakikatnya pembangunan 

tak bisa terpisahkan dari pertumbuhan, yang berarti pembangunan bisa berakibat 

pada terjadinya pertumbuhan yang timbul sebagai dampak dari pembangunan. 

Hasil dari kegiatan pertumbuhan dapat berupa perkembangan atau peningkatan 

dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Berbicara 

mengenai praktek dari pembangunan, maka akan berkaitan dengan proses 

perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan, terdiri atas 

keputusan yang dilakukan dengan beberapa cara untuk memanfaatkan sumber 

daya yang tersedia, yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu di 

masa depan (Kartono & Nurcholis, 2016).  

 

Kompleksitas dalam tahap perencanaan pembangunan menimbulkan suatu 

pertanyaan yakni bagaimana prosedur yang tepat dari proses perencanaan 

pembangunan di suatu daerah agar dapat memanfaatkan pengalokasian sumber 

daya di daerah tersebut secara efektif, efisien serta berkualitas. Perencanaan yang 

berkualitas diperlukan agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target dan 

arah yang ditentukan. Kualitas perencanaan pembangunan yang baik memerlukan 

dukungan dari ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, menyangkut 

sumber daya yang tersedia, serta berbagai persoalan yang dapat dijadikan sasaran 

dalam kegiatan perencanaan pembangunan.  

 



2 

 

Kualitas perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan keberadaan data dan 

informasi yang lengkap, akurat, terukur, serta valid yang berikutnya definisikan 

menjadi indikator pembangunan. Indikator pembangunan tersebut merupakan 

penyedia bagi tujuan perencanaan pembangunan. Dibutuhkan perencanaan 

pembangunan yang baik untuk menciptakan kesetaraan dalam pembangunan yang 

adil. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pembangunan di daerah, 

menangani masalah kemiskinan, , mengurangi kesenjangan sosial yang merata, 

pengangguran, memberikan akses yang sama pada masyarakat ke setiap layanan 

sosial dan fasilitas ekonomi, dan menghilangkan diskriminasi dalam setiap aspek. 

 

Perencanaan pembangunan dalam sistem pemerintahan pemerintah pusat dan 

daerah saat ini memerlukan komponen pendukung, khususnya terkait sistem 

informasi dalam membantu proses pengambilan keputusan, menyimpan dan 

mengolah kebutuhan data. Perencanaan pengembangan daerah perlu didasarkan 

pada informasi dan data yang terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional, 

dan terkoneksi dengan informasi pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat 

bantu dalam membangun daerah (Bappedalitbang, 2019). Penting untuk 

merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan data dan informasi yang akurat 

dan dapat dipertanggungjawabkan agar permasalahan, tujuan, sasaran, isu 

strategis, strategi, program, dan kegiatan yang dirancang dapat berhasil. Dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274 ditekankan bahwa 

“Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang 

dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.” Pernyataan ini sejalan 

dengan isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik, yang menekankan bahwa “setiap lembaga publik wajib menyediakan, 

memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, baik diminta maupun tidak diminta.”  

 

Selain itu, lembaga publik juga diwajibkan untuk membangun, mengelola, dan 

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik serta efisien agar 

informasi publik tersebut bisa dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat. 

Dalam menyusun rencana pembangunan, penting untuk menggunakan data yang 

tersedia. Data yang sudah diolah bisa menghasilkan informasi yang dapat 
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digunakan sebagai pemahaman mengenai fakta-fakta yang terkait dengan rencana 

itu. Oleh karenanya, data yang sudah diproses juga disebut sebagai informasi. 

Data dan informasi yang didapatkan berperan penting dalam menentukan 

kebijakan pembangunan di suatu daerah, terutama di era desentralisasi saat ini, 

cara merencanakan pembangunan juga telah berubah paradigma. Proses 

perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) sekarang dilakukan lebih intensif 

dibandingkan sebelumnya. 

 

Persoalan yang sering menjadi faktor menghambat dalam menciptakan proses 

perencanaan pembangunan yang berkualitas salah satunya yaitu keterbatasan data 

dan informasi yang tersedia terutama data yang akurat dan sesuai dengan 

perkembangan zaman (up to date). Berikutnya berkaitan dengan sinkronisasi serta 

koordinasi antar data yang tersedia di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) masih kurang, sehingga data-data yang seharusnya saling terhubung satu 

sama lain menjadi terpisah-pisah dan sulit untuk diakses. Tak terkecuali di 

Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan hasil dari pengumpulan data sementara 

dari proses pra riset yang dilaksanakan peneliti di kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang, ditemukan 

permasalahan mengenai keterisian dari data perencanaan pembangunan, dengan 

rincian: 

Tabel 1. Persentase keterisian data Kabupaten Tulang Bawang 2017-2018 

No Keterangan 
Tahun 

2017 2018 

1 Target 89,35% 89,35% 

2 Realisasi keterisian data 50,39% 54,54% 

Sumber : Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang 2018 

 

Tidak tercapainya target mengenai keterisian data tersebut berdampak kepada 

capaian indikator perencanaan pembangunan menjadi belum maksimal, rincian 

capaian indikator tersebut yaitu: 
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Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Sumber : Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang 2018-2019 

 

Keadaan yang tergolong rumit, data-data pembangunan daerah cenderung kurang 

utuh dan tersebar di setiap SKPD, serta data yang jarang diperbarui menjadi latar 

belakang perencanaan pembangunan yang tidak berkualitas. Selain itu, kendala 

lain yang dihadapi BAPPEDA yaitu dalam menghimpun data dari SKPD yang 

disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara BAPPEDA dan SKPD. Selain itu, 

banyaknya kelompok dan komponen data yang perlu dimasukkan menyebabkan 

BAPPEDA kesulitan memberi arahan tentang penginputan data kepada setiap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, ada masalah tentang siapa 

yang bertanggung jawab atas ketersediaan data. Sebagai pelaksana pembangunan, 

pemerintah daerah harus bisa mengumpulkan dan mengakomodasi semua data dan 

informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk itu, 

diperlukan basis data (database) yang dapat menampung seluruh data dan 

informasi yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan 

(Kasmira, Alyas, & Sudarmi, 2020). 

 

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pemerintah daerah hendaknya perlu 

memiliki database yang valid, terukur dan terupdate. Data dan informasi berperan 

penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan serta menjadi salah 

satu strategi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan memaksimalkan 

realisasi target pembangunan yang disajikan dalam suatu sistem informasi. Sistem 

informasi yang dimaksud yaitu suatu aplikasi sistem informasi manajemen. 

Sistem informasi dibutuhkan untuk memudahkan pemerintah memperoleh 

informasi yang berguna dalam penyusunan perencanaan, baik yang terkait dengan 

pembangunan yang bersifat rutin atau keputusan-keputusan pembangunan yang 

strategis.  

 

Sasaran Indikator Sasaran 
Realisasi 

2017 2018 

Kinerja perencanaan 

pembangunan meningkat 

Indeks perencanaan 

pembangunan 
74,23% 73,22% 
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Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan pemerintah dalam proses perencanaan 

pembangunan yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sudah 

diwajibkan penggunaannya secara nasional sejak tahun anggaran 2021, sehingga 

seluruh OPD khususnya BAPPEDA dalam melakukan proses perencanaan 

pembangunan perlu berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam peraturan tersebut 

disebutkan bahwa Untuk mendorong kualitas perencanaan, pengendalian, dan 

evaluasi pembangunan daerah, diperlukan bantuan dari data dan informasi 

pembangunan daerah yang lengkap, cermat, terbaru, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Setelah diberlakukan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, diharapkan percepatan 

implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Pemerintah 

Daerah dapat segera dilakukan sehingga dapat diintegrasikan pada seluruh sistem 

dengan data pembangunan dan data keuangan daerah ke dalam sistem SIPD. Ini 

menjadi bagian utama dalam mengganti kendali dan mencapai sasaran yang sudah 

terencana (Ekaputra, 2021). Pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk 

meningkatkan dan menggunakan teknologi data yang berkembang dalam proses 

perencanaan dan anggaran, agar dapat secara transparan menyalurkan data 

tersebut kepada masyarakat dan mematuhi prinsip good government. Sebagai 

bentuk teknologi yang dimanfaatkan dalam hal ini, dibuatlah SIPD oleh 

Kemendagri, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa dokumen perencanaan 

pembangunan daerah disusun sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

 

Kebijakan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

government, pengembangan e-government yang diinstruksikan dalam mencapai 

sasaran, yakni:  

1) Membentuk jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang bisa 

memberi kepuasan pada masyarakat secara merata dan menjangkau seluruh 

wilayah tanah air. 
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2) Membentuk hubungan interaktif dengan sektor swasta guna menunjang 

perkembangan ekonomi nasional serta meningkatkan kekuatan menghadapi 

kompetisi dagang internasional. 

3) Membentuk sistem manajemen serta aktivitas kerja yang efisien dan 

transparan guna melancarkan transaksi dan layanan antar kerangka 

pemerintah serta daerah otonom. 

4) Membentuk sistem dan saluran komunikasi dengan lembaga negara dan 

memfasilitasi komunikasi publik bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

merumuskan kebijakan negara. 

 

Tujuan dari implementasi SIPD adalah untuk meningkatkan dan mempermudah 

percepatan implementasi, kontrol dan evaluasi kegiatan pemerintahan khususnya 

perencanaan oleh pemerintah daerah. Namun, menjalankan program ini cukup 

sulit, karena membutuhkan kerja sama serta usaha dari seluruh lembaga yang 

terlibat. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan adanya hambatan pada 

awal penerapan SIPD, mulai dari keterlambatan pengisian dari setiap instansi 

yang wajib mengisi data perencanaan juga terdapat staf yang kurang menguasai 

serta menyelesaikan masalah di SIPD. Untuk mendapat pengetahuan berkaitan 

dengan keberhasilan dari implementasi SIPD dalam meningkatkan kualitas 

perencanaan pembangunan, maka peneliti menggunakan teori implementasi yang 

dikemukakan oleh George C. Edward. Dalam teori tersebut keberhasilan 

implementasi diukur melalui empat variabel yaitu variabel komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

 

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti jabarkan pada latar belakang penelitian, 

peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai bagaimana Implementasi 

dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan perencanaan 

pembangunan daerah yang berkualitas khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. 

Oleh karena itu peneliti akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul 

“Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam 

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas (Studi 

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang)”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan pokok 

permasalahannya yaitu: 

1. Bagaimana implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan 

pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapan 

SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang 

berkualitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Mengetahui implementasi dari SIPD dalam mewujudkan perencanaan 

pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Memperoleh pengetahuan mengenai faktor pendorong dan penghambat yang 

dihadapi dalam penggunaan SIPD dalam mewujudkan perencanaan 

pembangunan daerah yang berkualitas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

a. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan serta informasi sebagai referensi khususnya BAPPEDA 

Kabupaten Tulang Bawang, serta masyarakat publik pada umumnya, yang 

terkait dengan implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan 

pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Manfaat Akademik, dapat menambah pengetahuan peneliti dari penelitian 

yang dilakukan dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat pada perkuliahan 

dalam pembahasan mengenai implementasi SIPD dalam mewujudkan 

perencanaan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang.  



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Implementasi Kebijakan 

2.1.1 Definisi Implementasi Kebijakan 
 

Secara etimologis “implementasi” seperti yang dijelaskan oleh Mazmanian dan 

Sabatier (Pramono, 2020), bahwa implementasi merujuk pada fokus pelaksanaan 

kebijakan, yang mencakup tindakan dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan 

disahkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup upaya untuk mengadministrasikan 

kebijakan dan mempengaruhi masyarakat atau situasi yang terjadi. Sedangkan 

istilah "kebijakan" dipakai untuk merujuk pada aktivitas pemerintah seperti 

perilaku negara pada umumnya. Menurut Carl Friedrich dalam (Wahab, 2012), 

kebijakan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasaran yang diinginkan oleh kelompok, seseorang, atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu, dan dilakukan dengan mengatasi hambatan tertentu 

serta menemukan peluang untuk mencapai tujuan tersebut.  

 

Sehingga implementasi kebijakan publik menurut (Tachjan, 2006), yaitu proses 

administratif yang terjadi usai kebijakan telah ditetapkan. Keberhasilan suatu 

kebijakan dan kegiatan dalam mengambil keputusan sangat ditentukan dari 

bagaimana kebijakan diimplementasikan. Proses ini terletak pada tahapan setelah 

penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan menggunakan logika top-down, 

yaitu dengan menyederhanakan alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi 

alternatif yang bersifat konkret atau mikro. Sebaliknya, formulasi kebijakan 

menggunakan logika bottom-up, di mana kegiatan dimulai dari pemetaan 

keperluan publik, kemudian alternatif pemecahan masalah dicari dan dipilih, 

kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai kebijakan. Secara umum, 

implementasi bertugas membangun suatu mata rantai yang memungkinkan tujuan 
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dari suatu kebijakan dapat diwujudkan sebagai akibat dari tindakan pemerintah. 

Maka dari itu, implementasi perlu melibatkan pembentuk "sistem penyampaian

kebijakan" di mana fasilitas tersebut dirancang khusus dengan harapan dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Rian Nugroho (Lumabi, 2021), 

pelaksanaan kebijakan merupkan cara untuk mencapai target yang lebih jauh 

dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil sejalan dengan arah yang sudah 

ditentukan. Implementasi ini penting untuk memastikan ketercapaian suatu 

kebijakan.  

 

2.1.2 Unsur Unsur Implementasi Kebijakan 

Dalam (Tachjan, 2006) mendeskripsikan mengenai unsur-unsur dalam 

menimplementasikan suatu kebijakan yang harus ada, diantaranya:  

a. Unsur pelaksana. Dimock dan Dimock dalam (Tachjan, 2006) menjelaskan 

bahwa unsur pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan mencakup berbagai 

aspek, mulai dari menentukan target dan sasaran organisasi, analisis dan 

perumusan kebijakan serta strategi organisasi, perencanaan, pengambilan 

keputusan, penyusunan program, penggerakan manusia, pengorganisasian, 

pelaksanaan operasional, pengawasan, hingga penilaian.. 

b. Adanya program yang dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik tak dapat 

dianggap signifikan kecuali jika terdapat program atau kegiatan konkret yang 

dilaksanakan. Program atau kegiatan tersebut haruslah terencana secara 

komprehensif dan menggambarkan penggunaan sumber daya yang terpadu 

dalam satu kesatuan. 

c. Kelompok sasaran. kelompok sasaran merupakan kelompok atau organisasi 

dalam masyarakat yang akan mendapat barang atau jasa yang terpengaruhi 

perilakunya akibat adanya kebijakan. faktor komunikasi juga sangat 

berpengaruh bagi penerimaan kebijakan, sehingga kegagalan proses 

komunikasi dapat menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas 

pelaksanaan suatu kebijakan. 
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2.1.3 Model-Model Implementasi Kebijakan 

a. Model Proses Administratif dan Politik oleh Marille S. Grindle 

Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2012) menjelaskan terkait 

Keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan terpengaruh dari dua faktor 

utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan pelaksanaannya. Isi kebijakan 

meliputi seberapa jauh kepentingan kelompok sasarannya diakomodasi dalam 

kebijakan, bentuk manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran, sejauh 

mana perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, apakah kebijakan 

tersebut sudah ditempatkan dengan tepat, apakah kebijakan sudah merinci 

pelaksanaannya, dan apakah program ditunjang oleh sumber daya yang 

memadai. Sementara itu, menurut (Wibawa, 2012), model Grindle ditentukan 

oleh isi kebijakan dan lingkungan pelaksanaannya. Konsep utamanya yaitu 

usai kebijakan direvisi, implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dan 

kesuksesannya ditentukan oleh seberapa mudah kebijakan itu dapat 

diimplementasikan. Keberhasilannya ditentukan dari derajat implementability 

dari kebijakan tersebut. Ada enam indikator dalam variabel isi kebijakan 

yaitu: 

1) Kepentingannya mempengaruhi. Kebijakan yang dibuat membawa 

dampak terhadap proses politik yang di “stimuli” oleh kegiatan 

perumusan kebijakan. 

2) Manfaat yang diperoleh. Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif, 

dapat dengan mudah untuk diterapkan. Sedangkan kebijakan yang hanya 

menyediakan manfaat dan dapat habis dibagi dan bersifat khusus dapat 

menimbulkan konflik.  

3)  Perubahan yang diharapkan. kebijakan dalam jangka panjang menuntut 

perubahan, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam implementasinya. 

4) Letak pengambilan keputusan. Semakin tersebar pelaksana baik secara 

geografis maupun organisasi, maka akan semakin susah untuk 

diterapkan. 

5) Pelaksana program. Kualitas dari pelaksana kebijakan dapat berpengaruh 

terhadap tingkat keberhasilan implementasi. 
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6) Sumber-sumber yang dapat dialokasikan. Ketersediaan sumber daya 

yang mencukupi dapat menunjang implementasi kebijakan.  

Variabel lingkungan kebijakan meliputi 3 indikator, yaitu:  

1) Kekuasaan, kepentingan serta strategi dari para aktor yang terlibat. 

Keterlibatan para aktor ditentukan berdasarkan isi serta bentuk dari 

kebijakan yang diadministrasikan. 

2) Ciri-ciri kelembagaan/rezim yang berkuasa. Kemampuan dari para pihak 

yang terlibat dan karakteristik dari rezim di mana berinteraksi, 

mempermudah penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan 

tujuan kebijakan. 

3) Respons dan daya tanggap. Pelaksana harus fokus pada bagaimana 

menciptakan konsistensi tujuan dalam kebijakan. Pelaksana perlu mampu 

mengubah sikap menentang menjadi menerima dari suatu kebijakan.  

Secara singkat "Contents of Policy" memiliki pengaruh terhadap kesuksesan 

implementasi. Penting untuk mempertimbangkan siapa yang terkena dampak, 

apa manfaat yang diperoleh, serta bagaimana respons masyarakat atau 

kelompok target terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, seberapa jauh 

program tersebut dapat mencapai perubahan, serta peran dari "street level 

bureaucrats" yang bertindak sebagai pelaksana di lapangan, juga dapat 

berpengaruh terhadap hasil implementasi kebijakan dan reaksi masyarakat 

terhadapnya (Asyaroh, 2019). 

 

b. Model Analisis Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjuluki teorinya yang disebut A 

Frame Work for Implementations Analysis (1983). Mazmanian dan Sabatier 

(1979) menjelaskan tentang arti implementasi yang menyatakan bahwa fokus 

implementasi kebijakan yaitu paham dengan apa yang terjadi usai suatu 

kebijakan diedarkan atau dirumuskan. Hal ini mencakup kejadian dan 

aktivitas yang timbul usai pedoman kebijakan ditetapkan, termasuk upaya 

untuk mengadministrasikannya serta menciptakan situasi yang terjadi pada 

masyarakat (Sabatier & Mazmanian, 1980). Menurut kerangka pemikiran ini, 
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variabel-variabel yang berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan-tujuan pada 

keseluruhan proses implementasi dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, dengan indikator: 

a) Keragaman perilaku kelompok sasaran 

b) Kesukaran-kesukaran teknis 

c) Persentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk 

d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan 

2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, dengan 

indikator : 

a) Kejelasan dan konsistensi tujuan 

b) Akses formal pihak luar 

c) Ketepatan alokasi sumber anggaran 

d) Digunakannya teori kausal yang memadai 

e) Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana 

f) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana 

g) Rekrutmen pelaksana 

3. Variabel di luar kebijakan yang berpengaruh pada proses implementasi, 

dengan indikator : 

a) Dukungan publik 

b) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi 

c) Dukungan dari pimpinan 

d) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana 

e) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok 

Ketiga kategori variabel tersebut sebagai variabel bebas yang berpengaruh 

terhadap tahapan proses implementasi kebijakan. 

 

c. Model Implementasi Masalah Kebijakan oleh George C. Edwards III 

Teori dari George C. Edward III peneliti gunakan menjadi acuan dalam 

pelaksanaan penelitian. Edward III menyebutkan model implementasi 

kebijakan publiknya yaitu “implementasi langsung dan tidak langsung”. 

Dalam bukunya (Edward, 1980) ada empat variabel yang berpengaruh dalam 

keberhasilan suatu kebijakan yaitu: 
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1) Komunikasi. Menurut Edward III, variabel pertama yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi 

merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan dalam implementasi 

kebijakan publik yang efektif. Dalam hal ini, keputusan dan peraturan 

harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua pelaksana yang 

terlibat agar mereka mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Ada dua 

indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yakni 

transmisi, kejelasan, dan konsistensi. 

2) Sumber daya. Sumber daya merupakan variabel kedua yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward 

III untuk menerapkan suatu kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari 

beberapa indikator, seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. 

3) Disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah variabel 

ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

publik. Sikap implementor kebijakan menjadi faktor penting dalam 

pendekatan implementasi kebijakan publik yang efektif. Implementor 

kebijakan tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilaksanakan, 

namun harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Variabel 

disposisi memiliki dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pengangkatan 

birokrat dan insentif. 

4) Struktur birokrasi. Menurut Edward III, variabel keempat yang 

berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah 

struktur birokrasi. Meskipun sumber daya untuk melakukan kebijakan 

tersedia, atau implementor kebijakan tahu apa yang harus dilaksanakan 

dan ingin melaksanakannya, kebijakan tersebut mungkin tidak terealisasi 

jika ada kekurangan pada struktur birokrasi. 

 

d. Model Proses Implementasi oleh Van Metter dan Van Horn 

Van Metter dan Van Horn memulai teorinya dengan mengemukakan bahwa 

perbedaan dalam proses implementasi terpengaruh oleh karakteristik 

kebijakan yang diterapkan. Dalam pendekatannya, mereka berusaha untuk 

menghubungkan isu dengan implementasi kebijakan, dan menawarkan suatu 
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model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja. Mereka 

menekankan bahwa konsep perubahan, kontrol, dan kepatuhan merupakan 

unsur utama dalam proses implementasi. Dengan mempertimbangkan konsep 

tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan, seperti: Apa 

saja hambatan yang mungkin terjadi saat memperkenalkan perubahan di 

dalam suatu organisasi? Seberapa efektif mekanisme kontrol pada setiap 

tingkat struktur organisasi, dan bagaimana kekuasaan terdistribusi di dalam 

organisasi? Seberapa penting keterikatan setiap orang dalam organisasi, dan 

bagaimana ini berhubungan dengan masalah kepatuhan? Berdasarkan 

pandangan ini, Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan yaitu: 

1) Jumlah setiap perubahan yang dihasilkan, 

2) Jangkauan kesepakatan pada tujuan di antara pihak yang terlibat. 

 

Alasan yang diberikan menjelaskan bahwa proses pelaksanaan suatu 

kebijakan terpengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, yang berarti bahwa 

pelaksanaan dianggap berhasil jika perubahan yang diinginkan sedikit, dan 

jika ada sedikit kesepakatan di antara pihak yang menjalankan program 

tersebut. Kedua ahli tersebut juga menyatakan bahwa ada sejumlah variabel 

bebas yang saling berhubungan yang memisahkan tahap antara kebijakan dan 

kinerja. Variabel bebas tersebut yaitu: 

1) Ukuran dan tujuan kebijakan. 

2) Sumber kebijakan. 

3) Karakteristik Badan Pelaksana. 

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan. 

5) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. 

 

Variabel kebijakan berkaitan dengan sasaran yang disepakati dan sumber 

daya yang ada. Perhatian difokuskan pada badan pelaksana, termasuk 

organisasi formal dan informal, dan komunikasi antara lembaga yang 

berkaitan dengan pelaksanaan program, termasuk hubungan antara 

lingkungan politik dan kelompok sasaran. Terakhir, perhatian pusat dilakukan 

pada penilaian sikap pelaksana dalam mengevaluasi orientasi mereka yang 

menjalankan program di lapangan. 
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2.1.4 Tahap Implementasi Kebijakan 

Kebijakan yang rumit memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Namun, jika 

struktur birokrasi tidak kondusif maka efektivitas sumber daya dapat terhambat 

dan mengganggu pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh 

tujuan yang ditetapkan dan cara di mana tujuan tersebut diungkapkan. Oleh 

karena itu, keputusan yang dibuat tentang jenis kebijakan dan program yang akan 

dijalankan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan 

program. Birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan harus 

mampu mendukung kebijakan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan 

baik. Tahapan dalam mengimplementasikan kebijakan publik menurut (Tachjan, 

2006) yakni: 

a. Merancang program serta rincian tugas dan tujuan yang jelas, penentuan 

ukuran dan target capaian yang jelas serta waktu dan anggaran. 

b. Melaksanakan program dengan memanfaatkan struktur-struktur prosedur 

personalia, anggaran, serta sumber-sumber dan metode yang tepat. 

c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana kontrol yang 

tepat serta mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kebijakan. 

 

Dalam beberapa kasus, implementasi kebijakan yang gagal dapat terjadi ketika 

kebijakan tersebut telah diterapkan sesuai dengan rencana awal, tetapi situasi 

eksternal yang tidak terduga, seperti bencana alam, pergantian kekuasaan atau 

peristiwa lainnya, menghambat keberhasilan kebijakan tersebut dalam mencapai 

dampak atau hasil akhir yang diinginkan. Biasanya, kebijakan yang berisiko untuk 

tidak berhasil dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut : 

a. Kebijakan yang buruk (bad policy) 

b. Pelaksanaan kebijakan yang buruk (bad execution) 

c. Kebijakan itu sedang bernasib buruk (bad luck)  

 

Oleh karena itu, terkadang kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien oleh para pembuat kebijakan atau pelaksana yang ditugaskan, sehingga 

dianggap sebagai pelaksanaan yang buruk. Ini terjadi ketika mereka berasumsi 

bahwa faktor eksternal tidak menguntungkan bagi keberhasilan implementasi dan 



16 

 

tidak ada yang perlu disalahkan. Secara sederhana, kebijakan tersebut dianggap 

gagal karena faktor di luar kendali. 

 

2.2 Sistem Informasi 

2.2.1 Konsep Sistem Informasi 

 

Sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3), merupakan “suatu rangkaian 

yang terdiri beberapa komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama 

lain untuk mencapai tujuan yang dibagi ke dalam subsistem yang lebih kecil untuk 

mendukung sistem yang lebih besar”. Sehingga dapat diartikan bahwa Sistem 

Informasi dalam organisasi merupakan kombinasi antara manusia dan teknologi 

yang mengerjakan suatu proses informasi. Sistem Informasi menggunakan 

perangkat elektronik berupa perangkat keras, basis data, perangkat lunak, 

prosedur, model analisis dan proses administratif pengambilan keputusan yang 

dikemas menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna sistem tersebut 

(Almazan, dkk, 2017). Pengelolaan kegiatan ini dapat dipakai sebagai acuan 

dalam pengambilan keputusan, sedangkan hasilnya digunakan sebagai tujuan 

tertentu dalam kegiatan organisasi. 

 

2.2.1 Karakteristik Sistem Informasi 

Karakteristik Sistem Menurut (Hartono, 2004) bahwa suatu sistem memiliki ciri-

ciri atau karakteristik tertentu, yakni memiliki komponen-komponen, batas sistem, 

lingkungan sistem, penghubung, input, pengolah, output, tujuan, dan sasaran.  

a. Komponen sistem. Sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen yang 

berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan satu kesatuan. Komponen 

sistem dapat berupa subsistem yang memiliki sifat-sifat sistem untuk 

mengerjakan perintah tertentu dan berpengaruh terhadap sistem secara 

keseluruhan. 

b. Batas Sistem. Batas sistem adalah area yang memisahkan suatu sistem dari 

sistem lain di sekitarnya. Batas sistem memungkinkan sistem dilihat sebagai 

satu kesatuan dan menunjukkan cakupan sistem tersebut. 

c. Lingkungan Sistem. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu di luar batas 

sistem yang berpengaruh terhadap operasi sistem. Lingkungan luar sistem 
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dapat memberikan manfaat (energi bagi sistem dan harus dijaga) atau dapat 

merugikan (harus dikendalikan dan ditahan). 

d. Penghubung Sistem. Penghubung sistem berperan sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara subsistem-subsistem yang ada. Fungsinya adalah 

untuk memfasilitasi aliran sumber daya dari satu subsistem ke subsistem 

lainnya. Dalam hal ini, keluaran dari sebuah subsistem dapat menjadi 

masukan bagi subsistem lain melalui penghubung. Melalui penghubung, 

subsistem dapat berinteraksi dengan yang lainnya sehingga membentuk 

sebuah kesatuan yang terintegrasi. 

e. Masukan Sistem. Masukan sistem merujuk pada energi yang dimasukkan ke 

dalam sebuah sistem. Ada dua jenis masukan sistem, yaitu masukan 

perawatan dan masukan sinyal. Masukan perawatan berfungsi sebagai sumber 

daya untuk menjaga sistem agar tetap dapat beroperasi dengan baik. 

Sedangkan, masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk menghasilkan 

keluaran yang berguna. 

f. Keluaran Sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari pengolahan energi yang 

masuk ke dalam sistem. Keluaran ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu keluaran 

yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran yang berguna dapat menjadi 

masukan bagi subsistem lainnya atau bagi super sistem. 

g. Pengolah Sistem. Pengolah sistem adalah bagian dari sistem yang berfungsi 

untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Pengolah sistem ini dapat 

memiliki berbagai macam jenis dan bentuk, tergantung pada jenis sistem yang 

sedang dioperasikan. 

h. Sasaran Sistem. Sasaran sistem adalah tujuan atau objektif yang ingin dicapai 

oleh sebuah sistem. Tanpa adanya sasaran atau tujuan, sistem tidak akan 

memiliki nilai dan manfaat yang jelas. Keberhasilan sebuah sistem diukur 

berdasarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mencapai sasarannya atau 

tujuannya. 

 

Setiap elemen memerlukan informasi yang berbeda sesuai kebutuhannya. 

Manajemen terdiri dari serangkaian proses yang dilakukan oleh pengelola 

perusahaan, seperti merencanakan (membuat strategi, menetapkan tujuan, dan 

menentukan tindakan yang harus dilakukan), memprakarsai, mengorganisasikan, 



18 

 

mengoordinasikan, dan mengendalikan operasi guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, sistem informasi merupakan sebuah sistem informasi 

yang menghasilkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan 

melalui berbagai proses yang dibutuhkan untuk mencapai target tertentu dalam 

kegiatan organisasi. 

 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi 

Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi yang berguna bagi 

para penggunanya. Informasi sendiri merupakan data yang telah diolah dan 

disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi 

pengguna. Agar informasi dapat bermanfaat, maka informasi tersebut haruslah 

tepat sasaran atau relevan dengan kebutuhan pengguna, tepat waktu, dan akurat 

atau tepat nilainya. Oleh karena itu, informasi yang tidak terdapat satu dari tiga 

kriteria tersebut tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat. Usman 

yang dikutip dalam (Purnama, 2016) menyatakan bahwa untuk dikategorikan 

sebagai sistem informasi, hasil yang dihasilkan haruslah berupa informasi yang 

memenuhi ketiga kriteria tersebut yaitu relevan, tepat waktu, dan akurat. Menurut 

Jogiyanto dalam (Hartono, 2004) faktor-faktor yang menentukan kehandalan dari 

suatu sistem informasi dapat dikatakan baik bila terdapat kriteria-kriteria berikut :  

a. Keunggulan (usefulness), Sistem yang unggul harus memberikan informasi 

yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam 

organisasi. 

b. Kehandalan (Reliability), sistem harus menghasilkan keluaran yang akurat 

dengan tingkat ketelitian tinggi dan beroperasi secara efektif. 

c. Ekonomis (Economic), sistem harus memberikan manfaat minimal yang 

setara dengan biayanya. 

d. Sederhana dalam kemudahan (Simplicity), sistem harus sederhana dan mudah 

dipahami sehingga struktur dan operasinya dapat dipahami dengan mudah 

dan prosedur mudah digunakan. 

e. Fleksibel (Fleksibility) sistem informasi harus dapat dipakai disetiap kondisi 

yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
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f. Pelayanan (Customer Service), sistem harus menyediakan layanan yang 

efektif dan efisien kepada pengguna ketika berinteraksi dengan organisasi. 

g. Kapasitas (Capacity), setiap sistem harus memiliki kapasitas yang sesuai 

untuk menangani volume yang diperlukan pada setiap periode. 

 

Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai target sangat bergantung pada 

keahlian pelaksana yang mengelolanya. Manajemen merupakan suatu metode 

yang mengatur dan mengelola organisasi yang dapat diartikan sebagai seni dalam 

melaksanakan tugas melalui seseorang. Jika manajemen suatu organisasi berjalan 

dengan baik, maka akan menunjang kesejahteraan organisasi. Oleh karena itu, 

Sistem Informasi dibentuk untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan strategis. Sistem 

informasi menjadi sistem yang memberi pengelola organisasi dengan data dan 

informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi (Vellya Asril Imami, 

2021). Berikut manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai 

berikut:  

a. Penunjangan aksesibilitas data yang diberikan secara tepat dan akurat bagi 

para pengguna, tanpa mewajibkan adanya perantara sistem informasi. 

b. Penjaminan ketersediaan kualitas dan kemampuan dalam memanfaatkan 

sistem informasi secara kritis. 

c. Pengidentifikasian keperluan-keperluan akan kemampuan pendukung sistem 

informasi. 

d. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 

e. Penetapan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 

f. Perbaikan produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan 

sistem. 

g. Mengantisipasi dan memahami dampak ekonomis dari sistem informasi dan 

teknologi baru. 

 

2.3 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 
 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 

2019 yang kemudian disingkat SIPD yaitu “pengelolaan informasi pembangunan 
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daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya 

yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah.” Pada tahun 2020, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 

diluncurkan sebagai sebuah sistem berbasis online dan terdiri dari sistem 

perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem 

pemerintahan dan pengawasan daerah lainnya. SIPD memberikan gambaran 

umum tentang daerah di seluruh Indonesia dan merupakan bagian dari upaya e-

government dalam meningkatkan kinerja pemerintah dengan masyarakat lainnya 

menuju Good governance. 

 

Pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dapat menggunakan 

SIPD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, 

cepat dan inovatif. Sistem ini menyajikan data pembangunan masing-masing 

daerah secara interaktif dan dilengkapi dengan analisisnya. Tampilan visual SIPD 

memudahkan pengguna untuk memahami data yang ditampilkan tanpa perlu 

membaca teks atau tabel yang monoton. Data dan informasi pembangunan daerah 

sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 

daerah. Dalam SIPD terdapat empat komponen yang terdapat dalam sistem 

informasi pemerintahan daerah, di antaranya: 

a. Data berbasis elektronik/ e-Database; 

b. Perencanaan berbasis elektronik/ e-Planning; 

c. Monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/ e-Monev; dan 

d. Pelaporan berbasis elektronik/ e-Reporting. 

SIPD memegang peran penting dalam mendukung ketersediaan data dan 

informasi pembangunan daerah yang mutakhir, tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain itu, SIPD juga berperan dalam mendorong 

sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk mencapai single database 

nasional. Oleh karena itu, penggunaan SIPD harus dioptimalkan untuk 

mendukung tercapainya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang efektif 

dan efisien (Winarno, Kusnadi, & Afriliana, 2019). E-Database adalah aplikasi 

online yang digunakan untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan data 

dan informasi kondisi daerah. Tujuan diluncurkannya SIPD oleh Kemendagri 
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adalah untuk memudahkan daerah dalam melakukan perencanaan dan 

penganggaran dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dan seragam di 

seluruh daerah (Ekaputra, 2021). 

Untuk mencapai Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang 

akurat dan terintegrasi mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, sangat 

penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu secara Nasional. 

Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis 

SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok 

sebagai berikut: 

a. Informasi Pembangunan Daerah. SIPD memiliki kemampuan untuk 

mengelola data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah yang 

melibatkan banyak elemen. Dengan menggunakan SIPD, dapat memudahkan 

penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD, dan RENJA-PD serta 

memberikan profil dan analisis tentang pelaksanaan pembangunan daerah. 

Data dan informasi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memperbarui 

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 

b. Informasi Keuangan Daerah. SIPD dapat mengelola data keuangan daerah 

dengan efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi. SIPD mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah, seperti 

perencanaan keuangan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran 

daerah, akuntansi dan pelaporan anggaran daerah, pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran daerah, pertanggungjawaban barang milik daerah, serta 

informasi keuangan daerah lainnya. 

c. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya. Selain itu, SIPD juga mampu 

memberikan informasi umum lainnya terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan, seperti Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD) dalam satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang 

dikelola oleh berbagai elemen terkait. 
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2.4 Perencanaan Pembangunan 

2.4.1 Konsep Perencanaan Pembangunan 

Pembangunan merupakan proses perubahan dilakukan secara berkelanjutan untuk 

mencapai kondisi yang lebih baik berdasarkan aturan-aturan tertentu. Segala 

bentuk pembangunan tak terlepas dari pembangunan. Perencanaan dalam arti luas 

menurut Tjokroamidjojo yaitu proses menyiapkan secara sistematis segala 

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Maramis, 

Nayoan, & Waworundeng, 2021). Perencanaan merupakan sebuah sistem 

bagaimana caranya untuk mencapai tujuan akhir yang semaksimal mungkin 

melalui sumber yang sudah tersedia agar lebih efektif dan efisien. Perencanaan 

pembangunan daerah merupakan suatu proses dalam menentukan kebijakan pada 

masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan, dengan berbagai unsur 

stakeholder yang terlibat, dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya 

yang tersedia dalam periode tertentu. Sehingga dapat diketahui bahwa 

perencanaan pembangunan merupakan suatu instruksi penggunaan sumber-

sumber pembangunan yang terbatas adanya dalam mencapai tujuan-tujuan 

keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. 

Perencanaan merupakan respons kepekaan terhadap masa depan.  

 

Hubungan antara perencanaan dan pembangunan memiliki kompleksitas yang 

tinggi. Kompleksitas ini dapat dilihat dari beberapa teori perencanaan seperti teori 

perencanaan rasional komprehensif, incremental, advokasi, radikal, dan transaktif. 

Di sisi lain, kompleksitas pembangunan dapat diketahui melalui arti pembangunan 

yang semakin meluas serta pergeseran paradigma pembangunan yang meliputi 

paradigma modernisasi, dependensi, ekologi, kebutuhan dasar, pembebasan, dan 

endogen. Para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai perencanaan 

pembangunan yang saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks tersebut, 

perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai pengarahan penggunaan 

sumber daya pembangunan yang terbatas agar dapat mencapai tujuan sosial 

ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien (Islamiyah, Fakhsiannor, & 

Herman, 2021). 
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Secara prinsip, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan 

yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, perencanaan 

pembangunan yang dibuat dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan 

yang selalu menjadi proses yang tidak berakhir. Tujuan dari perencanaan 

pembangunan daerah dapat ditemukan pada Pasal 3 Permendagri Nomor 86 

Tahun 2017, yaitu “Untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka 

meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat, mengembangkan 

peluang usaha, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik dan 

daya saing daerah”. Tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004, yakni: 

a. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan yang terkait dalam 

pembangunan   

b. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, 

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan 

Daerah   

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan.  

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya 

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkelanjutan, dan 

berkeadilan. 

 

2.4.1 Unsur-Unsur Perencanaan pembangunan 

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah perlu mempunyai perencanaan 

yang matang dan mantap agar pembangunan dapat berguna dan berhasil. Menurut 

(Anggara & Sumantri, 2016) dalam perencanaan pembangunan terdapat unsur-

unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Mengetahui lokus. mengetahui dan memahami kondisi umum daerah yang 

menjadi target pembangunan. 

b. Mempunyai visi dan misi pembangunan. untuk apa, siapa, dan mengapa 

pembangunan itu perlu dilakukan. 
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c. Adanya prioritas pembangunan. untuk mewujudkan pengoptimalan terhadap 

pencapaian target pembangunan dengan anggaran dan sumber daya yang 

terbatas.  

d. Mempunyai strategi pembangunan. bertujuan agar pelaksanaan berjalan 

secara teratur dan mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan 

efisien, yang tepat dan terarah. 

e. Mempunyai  target pembangunan. tindakan nyata yang akan dilaksanakan 

dan periode yang dibutuhkan dari tujuan yang akan dicapai 

 

2.4.2 Tahapan Perencanaan Pembangunan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dari proses 

Perencanaan Pembangunan yang meliputi: 

1) Penyusunan rencana; Langkah pertama dalam penyusunan rencana adalah 

membuat rancangan rencana pembangunan yang lengkap. Setiap instansi 

pemerintah kemudian mempersiapkan rancangan rencana kerja sesuai dengan 

rancangan rencana pembangunan yang sudah disiapkan dengan melibatkan 

masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh 

setiap tingkat pemerintahan melalui kegiatan musyawarah serta menyusun 

rancangan akhir rencana pembangunan. 

2) Penetapan rencana; Setelah rencana disusun, tahap selanjutnya adalah 

penetapan rencana yang akan menjadi produk hukum yang mengikat semua 

pihak untuk melakukannya. Menurut Undang-Undang, rencana pembangunan 

jangka panjang Nasional maupun Daerah ditetapkan menjadi Undang-

Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah 

Nasional/Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden/Kepala Daerah, serta 

rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan menjadi 

Peraturan Presiden/Kepala Daerah. 

3) Pengendalian pelaksanaan rencana; Pengendalian pelaksanaan rencana 

pembangunan dilakukan untuk menjamin terwujudnya tujuan dan target 

pembangunan yang sudah ditetapkan dalam rencana. Pengendalian ini 
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melibatkan kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana 

oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD.  

4) Evaluasi pelaksanaan rencana; Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

merupakan kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis 

data dan informasi guna mengukur pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja 

pembangunan. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja 

yang tertulis dalam dokumen rencana pembangunan. 

 

2.4.3 Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas 

Perencanaan yang berkualitas diperlukan agar pembangunan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan terarah. Kualitas perencanaan pembangunan yang baik perlu 

ditunjang dengan ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat, 

menyangkut sumber daya yang tersedia, serta berbagai persoalan yang dapat 

dijadikan agenda dalam proses perencanaan pembangunan. BAPPEDA Kabupaten 

Tulang Bawang dalam melakukan pengukuran mengenai perencanaan 

pembangunan yang berkualitas diukur dari indikator kinerja utama mereka yang 

diturunkan dari pereturan pusat yaitu Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-

5889 tahun 2021 tentang hasil,verifikasi, validasi dan inventarisasi kemutakhiran 

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 

daerah yang mana indikator yang digunakan yaitu 

1) Keselarasan antar dokumen perencanaan 

2) Keterisian data perencanaan  

3) Inovasi yang dijadikan kebijakan 

 

Selain itu indikator perencanaan pembangunan yang berkualitas dapat diketahui 

melalui kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 

rutin memberikan Anugerah Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penilaian 

penghargaan tersebut tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun 

juga pencapaian pembangunan daerah. Mengutip dari situs BAPPENAS dimana 

tujuan dari penilaian PPD, yaitu: “Mendorong setiap pemerintah daerah untuk 

menyiapkan dokumen RKPD dengan kualitas yang baik, mewujudkan 

perencanaan pembangunan yang berkualitas, mewujudkan pembangunan yang 

lebih baik dan bermutu serta menciptakan dan mengembangkan inovasi yang 
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bermutu di daerah” (Bappenas, 2022). Dari beberapa indikator yang sudah 

dijelaskan diatas maka dapat peneliti simpulkan menjadi indikator dalam 

perencanaan pembangunan yang berkualitas, di antaranya: 

a. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas 

b. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan 

c. Keterisian data dan informasi pembangunan daerah 

d. Hasil penelitian/inovasi yang dimanfaatkan menjadi kebijakan 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Untuk melengkapi pembahasan dalam penelitian ini, berikut disampaikan 

perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

1) “Pengaruh implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah 

terhadap manajemen data dan informasi pembangunan dalam rangka 

mewujudkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah” (Asyaroh, 2019). 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu implementasi kebijakan SIPD berpengaruh 

nyata terhadap manajemen data dan informasi pembangunan, implementasi 

kebijakan sistem informasi pembangunan daerah berpengaruh nyata terhadap 

efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten 

Sumedang. Perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu 

aplikasi yang digunakan dalam penelitian tersebut masih menggunakan versi 

lama yang belum tergabung dengan satu kesatuan aplikasi yaitu Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah. 

2) “Implementasi Sistem Informasi Perintahan Daerah Kota Manado (Studi di 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)” 

(Wurara, Kimbal, & Kumayas, 2020). Komunikasi yang dilakukan 

BAPPELITBANGDA yakni dengan membentuk tim dan bekerja sesuai 

dengan tupoksi, dan terus berkoordinasi dengan Kemendagri pembuat SIPD 

serta mengimplementasikan secara virtual dan diadakan pertemuan secara 

langsung apabila dalam keadaan darurat sesuai protokol kesehatan yang 

berlaku. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial belum cukup 

memadai dalam terwujudnya implementasi dari SIPD, karena pengadaan 

BIMTEK yang kurang diadakan oleh BAPPELITBANGDA membuat 
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kualitas sumber daya kurang dalam mengoperasikan SIPD. sikap 

Implementor dalam hal ini kepala BAPPELITBANGDA dalam mengambil 

tindakan yaitu mengakomodir setiap bawahannya untuk bekerja sesuai 

dengan Tupoksinya. Struktur organisasi yang sesuai dan terarah mewujudkan 

keberhasilan implementasi SIPD di kota Manado, BAPPELITBANGDA 

adalah badan yang menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

Kurangnya sosialisasi SIPD sehingga masih kurang diketahui oleh 

masyarakat. 

3) “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas 

Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat” yang ditulis oleh 

Nadya Balqis, Zuhrizal Fadhly, Maulyanda. Arti dari penelitian tersebut 

adalah bahwa pemerintah Aceh Barat telah berhasil menjalin komunikasi 

yang baik dengan sebagian besar instansi, namun belum terjalin dengan baik 

pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Meskipun sumber daya yang 

tersedia pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sudah sangat mendukung 

dalam pengimplementasian, namun tidak terdapat kesesuaian Tupoksi yang 

terjalin dari proses perencanaan hingga penatausahaan keuangan. Terdapat 

kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan pada Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terutama terkait waktu dalam implementasi 

aplikasi SIPD (Balqis, Fadhly, & Az, 2021). 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menghubungkan antara 

teori dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Manfaat 

dari kerangka berpikir yaitu membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah, 

membantu memilih serta menemukan model yang cocok dalam penelitian. Pada 

dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada 

teori implementasi menurut George Edward III, di mana dalam implementasi 

SIPD ini perlu mengetahui komunikasi sumber daya, disposisi serta struktur 

birokrasi yang di dalamnya memiliki indikator masing-masing. Sehingga dapat 

diketahui apakah kebijakan SIPD mampu menciptakan perencanaan pembangunan 
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yang berkualitas atau tidak. penjabaran kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut:  

   

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Sumber: diolah oleh peneliti dengan teori Edward III 

1.1  



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif, yang biasanya 

digunakan oleh sekelompok peneliti di bidang ilmu sosial sebagai metode ilmiah. 

Terdapat beberapa alasan yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dapat 

memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi hasil penelitian kuantitatif. Tujuan 

utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memperkaya pemahaman dan 

menemukan pengetahuan baru Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar 

dan bukan dalam bentuk angka-angka. Selain itu, penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif karena berhubungan dengan interaksi sosial khususnya 

mengenai penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sehingga hanya dapat 

diurai jika peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara 

ikut berperan serta, wawancara dan studi dokumentasi mendalam terhadap proses 

penyusunan dokumen perencanaan. 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada berdasarkan 

data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, catatan ilmiah, dan 

dokumentasi resmi. Penelitian kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini, yang 

bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang digunakan dalam konteks yang 

alami, dengan menggunakan berbagai metode alami (Moloeng, 2015). Selain 

menghasilkan data, penelitian kualitatif juga mampu menghasilkan informasi yang 

signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk 

menjelaskan tentang Implementasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 

serta menganalisa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BAPPEDA 



30 

 

dalam penggunaan SIPD dalam terhadap pengelolaan data dan informasi 

pembangunan, sehingga didapatkan isu-isu strategis yang dapat dijadikan bahan 

evaluasi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. 

 

3.2 Fokus penelitian 

1. Pelaksanaan operasional SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dianalisis melalui teori keberhasilan 

implementasi dari George Edward III yang meliputi: 

a. Komunikasi 

1) Transmisi dalam menyosialisasikan SIPD dari pusat hingga daerah 

di Kabupaten Tulang Bawang 

2) Kejelasan dalam menjelaskan SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang 

3) Konsisten dalam sosialisi SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang 

b. Sumber Daya, 

1) Staf yang menjadi operator SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang 

2) Informasi mengenai kebijakan SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang 

3) wewenang penggunaan SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang 

4) Fasilitas pendukung untuk menjalankan SIPD di BAPPEDA Tulang 

Bawang 

c. Disposisi  

1) Pengangkatan birokrat yang bertanggung jawab mengelola data 

SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang 

2) Insentif yang diperoleh operator SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang 

d. Struktur Birokrasi 

1) SOP dalam menjalankan SIPD di BAPPEDA Tulang Bawang 

2) Fragmentasi dalam menjalankan SIPD di Tulang Bawang 

Perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan indikatornya yaitu 

ketersediaan dokumen perencanaan daerah, kesesuaian program antar 

dokumen perencanaan, keterisian data informasi pembangunan, dan hasil 

penelitian/inovasi yang menjadi kebijakan. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini berada kantor BAPPEDA Kabupaten Tulang 

Bawang, Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena, BAPPEDA merupakan 

instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam proses perencanaan 

pembangunan, di mana, dalam prosesnya BAPPEDA menggunakan SIPD dalam 

mengumpulkan, memproses serta menyajikan data dan informasi terkait 

perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahun. 

 

3.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain: 

a. Data Primer merupakan data yang didapat langsung oleh pencari data 

(peneliti) dari objek penelitiannya sehingga data tersebut bersifat faktual 

karena langsung dari peneliti (pertama). Untuk mendapatkannya, peneliti 

menggunakan dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan 

hasil data yang didapatkan dalam proses ini berupa hasil rekaman suara atau 

catatan dari kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan hasil dalam bentuk 

gambar diperoleh dari kegiatan studi dokumen. 

b. Data Sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari objek 

penelitian atau data tersebut sudah pernah dikumpulkan oleh peneliti 

sebelumnya sehingga memperkecil biaya dan waktu yang diperlukan. Dalam 

penelitian ini, data yang didapatkan bersumber dari dokumen yang berkaitan 

dengan SIPD serta perencanaan pembangunan. Selain itu media online juga 

digunakan sebagai referensi yang berisi informasi-informasi, data serta studi 

kasus yang dapat di kaitkan dengan topik penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara memperhatikan 

secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data secara selektif. Dalam 

observasi, peneliti menggunakan pancaindra dan melaksanakan pengamatan 

secara langsung di tempat penelitian. Metode pengumpulan data ini dipilih 
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karena penelitian tersebut berkaitan dengan perilaku manusia, terutama dalam 

proses kerja untuk menyusun sebuah rencana. Peneliti menggunakan teknik 

observasi non partisipan, di mana ia bertindak sebagai pengamat independen 

yang tak terlibat dalam kegiatan yang diamati. 

 

b. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam dapat diartikan sebagai 

kegiatan memperoleh keterangan dengan proses tanya jawab dengan 

informan yang bersangkutan dengan materi dalam judul penelitian ini. 

Informan dalam kegiatan wawancara tertuju kepada pegawai yang berperan 

penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan serta pengguna 

SIPD di kantor BAPPEDA Tulang Bawang. 

Tabel 3. Daftar Informan Wawancara dalam Penelitian 

No Nama Informan Jabatan 

1 Sisilia Novitasarie, S.Sos., MPPM. Sekretaris 

2 Berti, S.E. Kasubag Umum dan Kepegawaian 

3 Siftian Budiawan, S.T., M.M. Kasubag Bina Program 

4 Robby Adhitya Mirhadi, S.T. Kasubid Perencanaan dan Pendanaan 

5 Andhika Arief Rahman, S.H., M.M. Kasubid Data dan Informasi 

Sumber: dikelola oleh peneliti  

c. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan cara pengumpulan data dan telaah pustaka, baik 

dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang yang 

mana dokumen dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti seperti buku-buku daerah (RPJMD, RKPD, 

RENJA, RENSTRA); laporan, jurnal, literatur, majalah dan peraturan 

perundang-undangan (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan undang-

undang yang mendukung serta dokumen yang berkaitan dengan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan proses perencanaan pembangunan). 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan selama proses 

pengumpulan data sedang berlangsung atau setelah data terkumpul dalam jangka 

waktu tertentu. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), aktivitas analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data 

dianggap sudah jenuh. Kegiatan dalam analisis data meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

a. Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman, tahap awal dalam analisis data kualitatif 

adalah reduksi data atau data reduction. Hal ini dilakukan untuk 

menyederhanakan data yang kompleks agar dapat memenuhi kebutuhan 

penelitian dan mempermudah pengambilan informasi (Sugiyono, 2013). Data 

yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan lapangan, survei kepuasan 

pelanggan, dan lainnya, cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi. Untuk 

mengatasi hal ini, semua data yang terkumpul harus dikelompokkan 

berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu data yang sangat penting, kurang 

penting, dan tidak penting. Data yang kurang penting dapat dibuang, sehingga 

hanya data yang penting saja yang dipertahankan. Hal ini memungkinkan data 

yang tersedia menjadi lebih sederhana, lebih relevan dengan kebutuhan 

penelitian, dan dapat mewakili keseluruhan data yang terkumpul. Dengan 

demikian, data akan lebih mudah diproses ke tahap berikutnya dan diubah 

Gambar 2. Komponen analisis data (interactive model) 

(sumber: Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D) 
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menjadi informasi yang mudah dimengerti, jelas, dan dapat memberikan 

solusi terhadap masalah yang dihadapi. 

 

b. Penyajian Data  

Berdasarkan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, setelah 

tahap reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data atau data display. 

Pada tahap ini, peneliti dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan 

bentuk tabel, grafik, atau bentuk lainnya agar data tersebut dapat disampaikan 

dengan lebih mudah. Proses penyajian data sangat penting dalam analisis data 

kualitatif agar data yang disajikan menjadi lebih terorganisir, sistematis, dan 

mudah dipahami. Selain itu, data yang telah disajikan juga dapat memberikan 

informasi yang jelas kepada pembaca. 

 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan. Data yang telah disusun dan dikelompokkan dapat 

digunakan untuk menarik kesimpulan dengan teknik atau pola tertentu. 

Kesimpulan tersebut dapat diungkapkan dalam laporan penelitian dan 

ditempatkan pada bagian penutup agar pembaca juga dapat menemukan 

kesimpulan tersebut. Namun, penarikan kesimpulan hanya dapat dilakukan 

setelah semua data yang beragam telah direduksi, disusun, dan ditampilkan 

dengan media tertentu agar mudah dipahami. Dengan demikian, data yang 

semula mentah dapat disajikan sebagai suatu informasi yang relevan. 

 

3.7 Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas 

dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria pokok terhadap data hasil 

penelitian adalah, valid, reliabel dan objektif. Uji kredibilitas data dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan 

bahan referensi, dan melakukan member check.. 

 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat kembali ke 

lapangan untuk melakukan wawancara dan pengamatan kembali dengan 
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sumber data yang sudah ditemui sebelumnya maupun yang baru. Hal ini akan 

memperkuat hubungan antara peneliti dan narasumber, sehingga saling 

percaya dan tidak ada informasi yang dirahasiakan lagi. Durasi perpanjangan 

pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. 

Kedalaman mengacu pada sejauh mana peneliti ingin menggali makna data 

yang tersembunyi. Keluasan mengacu pada jumlah informasi yang diperoleh, 

sementara kepastian mengacu pada validitas data.  

 

b. Triangulasi 

Untuk memastikan kredibilitas data penelitian, disarankan untuk melakukan 

triangulasi, yaitu pemeriksaan data dari bermacam sumber dengan bermacam 

cara dan waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi 

sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

memeriksa data dari sumber yang sama dengan cara yang berbeda, seperti 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

c. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi merupakan bahan yang digunakan untuk mendukung data 

yang sudah didapatkan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara 

perlu disertai dengan bukti rekaman dan catatan, sedangkan data tentang 

interaksi manusia atau gambaran keadaan harus ditunjang oleh foto-foto. 

Peralatan seperti kamera dan alat rekam suara sangat diperlukan untuk 

merekam data dalam penelitian kualitatif dan untuk memperkuat kredibilitas 

data yang didapatkan oleh peneliti. Dalam penyusunan laporan penelitian, 

sangat disarankan untuk menyertakan foto-foto atau dokumen autentik 

sebagai pelengkap data agar lebih dapat dipercaya. 

 

d. Mengadakan member check 

Salah satu cara untuk memastikan keakuratan data yang didapatkan oleh 

peneliti adalah dengan melakukan member check. Member check merupakan 

proses pemeriksaan data oleh pemberi data untuk memverifikasi kecocokan 

antara data yang didapatkan oleh peneliti dengan informasi yang disajikan 
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oleh penyaji data. Jika data yang didapatkan disetujui oleh para pemberi data, 

maka data tersebut dianggap valid dan semakin kredibel. Namun, jika 

terdapat perbedaan yang signifikan, peneliti harus merevisi temuannya. 

Tujuan dari member check adalah untuk memastikan bahwa informasi yang 

dipakai dalam penelitian selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber 

data. Pelaksanaan member check dapat dilaksanakan secara individual dan 

melalui forum diskusi kelompok  



 

 

 

V. Kesimpulan dan Saran 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi SIPD dalam mewujudkan 

perencanaan pembangunan yang berkualitas di BAPPEDA Kabupaten Tulang 

Bawang, maka penulis menyimpulkan:  

1. Implementasi SIPD dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang 

berkualitas di Kabupaten Tulang Bawang 

Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, SIPD sudah 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan fungsinya. SIPD dapat 

mengefektifkan setiap proses penyusunan dokumen perencanaan, baik dalam 

pengumpulan data perencanaan, penginputan data dan usulan masyarakat, 

hingga tahap pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

beberapa kendala, baik dari pegawai yang belum bisa mengolah data mentah 

menjadi data yang siap digunakan dalam perencanaan, serta jaringan yang 

kurang stabil 

2. Faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan SIPD dalam 

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 

a) Faktor pendukung 

1) Komunikasi. Transisi, kejelasan, dan konsistensi dari sosialisasi yang 

dilakukan pemerintah pusat kepada BAPPEDA Kabupaten Tulang 

Bawang terlaksana dengan baik. 

2) Sumber daya. Jumlah pelaksana SIPD di BAPPEDA Kabupaten Tulang 

Bawang sudah cukup, informasi mengenai panduan pelaksanaan SIPD 

sudah tersedia, wewenang dalam mengoperasikan SIPD sudah sesuai 

Tupoksinya masing-masing, dan kelengkapan fasilitas yang diperlukan. 

3) Disposisi. Pengangkatan operator dipilih sesuai dengan kualifikasi dan 

kompetensi yang telah ditentukan, serta ketersediaan insentif yang  
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diberikan kepada operator SIPD sebagai reward terhadap tugas yang 

diemban. 

4) Struktur birokrasi. Ketersediaan SOP dalam implementasi SIPD 

disusun berpedoman pada peraturan yang berkaitan dengan SIPD dan 

perencanaan pembangunan. Sedangkan fragmentasi di BAPPEDA 

Kabupaten Tulang Bawang sudah sesuai dengan tupoksinya masing-

masing. 

b) Faktor penghambat 

Faktor penghambat dalam implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten 

Tulang Bawang terdapat pada; staf yang kurang berkompeten dalam 

penguasaan teori perencanaan, informasi yang kurang lengkap khususnya 

mengenai aturan tentang kepatuhan dalam menjalankan SIPD, serta 

fasilitas terutama mengenai jaringan yang kurang stabil. 

Perencanaan yang dihasilkan dengan implementasi SIPD sudah berkualitas, 

karena sudah memenuhi indikator pengukuran menurut keputusan menteri dalam 

negeri 050-5889 tahun 2021 yakni dokumen perencanaan sudah tersedia dan 

lengkap, program disetiap dokumen perencanaan sudah selaras, keterisian data 

perencanaan sudah mencapai target, serta inovasi yang diangkat menjadi suatu 

kebijakan. 

 

5.2 Saran 

a) Mengenai kompetensi setiap pelaksana SIPD di BAPPEDA Kabupaten Tulang 

Bawang perlu ditingkatkan, khususnya dalam mengolah dan menganalisis data 

mentah menjadi data yang siap digunakan dalam perencanaan sesuai bidang 

yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

mengikuti pelatihan/Bimtek atau pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih 

tinggi sesuai bidangnya untuk mematangkan pengetahuan di bidang 

perencanaan. 

b) Dalam hal informasi khususnya mengenai kepatuhan dalam pelaksanaan SIPD 

perlu dijabarkan dalam peraturan secara tertulis dalam bentuk peraturan atau 

perlu dicantumkan undang undang yang berkaitan mengenai sanksi serta 

konsekuensi mengenai kepatuhan dalam melaksanakan suatu kebijakan, 
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sehingga setiap operator tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya 

termasuk pada tingkat kecamatan dan desa dalam mengoperasikan SIPD.  

c) Dalam hal fasilitas yang menjadi sumber daya pendukung, diperlukan adanya 

upgrade paket langganan atau menambah router/perangkat jaringan agar 

jaringan tetap stabil jika digunakan secara bersamaan, khususnya pada ruangan 

yang jauh dari perangkat jaringan, sehingga tidak menghambat dalam setiap 

proses pekerjaan yang memerlukan jaringan internet khususnya dalam 

mengoperasikan SIPD. 
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